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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, manusia merupakan makhlulahAyang
paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhlija. Kesempurnaan
itu dapat dilihat dari bentuk, potensi yang dinmjliekal dan hawa nafsu.
Dengan kesempurnaan itulah manusia oleh Allah kenutijadikan sebagai
khlaifat fi al ardli.*

Kedua potensi inilah yang kemudian menjadikan mianeempunyai
beragam kepribadian dan karakter yang berbedaaastu dengan yang
lainnya. Nampaknya fitrah telah menentukan bahwdividu tidak akan
mampu berkembang dengan sendirinya. la adalah olakébsial yang
membutuhkan pertolongan orang lain dalam memeneihutkkhannya, dalam
menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidakt ahlaukan oleh
tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidpét dlibawa oleh
kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adatdiddipan kelompok,
dalam setiap individu dari kelompok itu saling mermunkan dalam
membangun masyarakat, dan saling mengatur semuditkesagar menjadi

kehidupan yang daméaiManusia adalah makhluk bermasyarakat, yang oleh

'A. Djazuli., Figih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat daRambu-Rambu
Syari'ah, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media G2g. him. 59.

Muhammad Ali as-SayisSejarah Fikih Islam alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, him. 8.



Aristoteles disebut dengaoon politiconHal inilah yang membedakan antara
manusia dengan mahluk Tuhan lainnya.

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, &étan, alam
pikiran serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seangkaian kepentingan
kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseatapgt berkaitan sangat
erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalamyeeritingan itu bersifat
saling menjatuhkan, tetapi dapat pula sama antarausia pemikul berbagai
kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat menhagkan kepentingan-
kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pategan sesama mereka.
Hal yang demikian sangat membahayakan ketertibaagmknan dan
keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidakudiatiscaya akan terjadi
“homo homini lupus™

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa hidup sensawgndiri
layaknya binatang, kehidupan ini disertai dengambdgmi aturan yang
mengikat, terutama yang berkaitan dengan hak dawmajkEmnnya, baik
terhadap dirinya sendiri, dengan Tuhannya maupaogateorang lain. Bahkan
dengan mahluk Tuhan yang lainnya, termasuk alanestm

Di antara keistimewaan agama Islam adalah bahwmagai selalu
selaras dengan semua dimensi kehidupan manusiegalia zaman dan segala
tempat. Salah satu dimensi sosial yang tak lupatp@ggadangan Islam adalah
masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun isu tegteHAM baru

dimunculkan dunia Barat sekitar 60 (enam puluh)umalyang lalu dan

Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin MeliaRsikologi Kriminal dalam Teori dan
Praktek Hukum Pidanaet. ke-1. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 198%, B5.



Deklarasi HAM baru ditandatangani tahun 1948, nasesungguhnya Islam
sejak ribuan tahun lalu telah mengajarkan prinsipsip HAM kepada umat
manusid.

Keberadaan peraturan ini dimaksudkan agar terjediilgas dalam
kehidupan manusia. Terwujudnya stabilitas dalanmgebubungan dalam
masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuahunperatukum yang
bersifat mengatur¢legen/anvullen rechidan peraturan hukum yang bersifat
memaksadwingen recht setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi
hukum Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bemnigawadengan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yangdadaberlaku dalam
masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) dik&nakan kepada
setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebeajeaiterhadap perbuatan
melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya iapematuran-peraturan
hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asllarkelalam masyarakat,
untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dagéngsung terus dan
diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebughrakad (1bi-
ius ubi-societas Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam
pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidwgzeng jujur dan damai

dalam seluruh lapisan masyarakat.

*http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail Pdigtail =20090312204051
27/04/2010.

°SudarsonoPengantar llmu Hukurtrcet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, him. 48.

®Ibid., him. 49.




Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberagarbaMenurut
isinya, hukum terdiri atas hukum privat dan hukurablig. Inisiatif
pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masasgam pihak yang
berkepentingan. Kedudukan antara individu addiahizontal Sedangkan
inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepaelgara atau pemerintah
yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkdtnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat &eam-macam
hukum yang mengatur kehidupan manusia sebkbalifah di bumi ini.
Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan gabal-Ahwal asy-
Syakhsiyyahatau hukum keluargaal-Ahwal al-Madaniyyahatau hukum
privat, al-Ahwal al-Jinayahatau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islamjifayah) didasarkan pada perlindungan HAM
(human righ} yang bersifat primerdaruriyyah) yang meliputi perlindungan
terhadap hidughifdz an-nafsi)perlindungarhak untuk beragaménifdz ad-
din), perlindungan terhadap harta berfiédz al-mal),perlindungan terhadap
keturunannyghifdz an-naslidanperlindungan memperoleh kehormatan yang
samac(hifz al-aqgl) Perlindungan terhadap lima hak tersebut olehSysyibi
dinamakan magasid asy-syari’afh Hakikat dari pemberlakuan syari'at
(hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemasd&h manusia.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima upskok tersebut dapat

"Nico Ngani dan A. Qiram syamsuddin Meliate.cit., him. 26.
8A. Djazuli., op.cit.,him. 257. lihat juga Abu Ishaq al-Syatikil-Muwafagqat fi Ushul al-
Syari'ah.,Maktabah Tijariyah, tt., him. 71-77.



diwujudkan dan dipeliharaTidak terkecuali perlindungan hukum terhadap
anak-anak.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi deeryzecita-cita
perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangyaag akan
memelihara, mempertahankan, dan mengembangkarpeasiiangunan yang
ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungdand rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, damlsescara utuh, serasi,
dan seimband’

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah igekakarunia,
bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan vyatigg pberharga
dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainrgrenianya, anak sebagai
amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilinckamgha dalam diri anak
melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai neagasg harus dijunjung
tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasismaayang termuat
dalam undang-undang dasar 1945 dan konferensirji@ts® bangsa-bangsa
tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupa&mbbngsa dan bernegara,
anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depaysa, generasi penerus
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak lasigsungan hidup,
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta beabedk perlindungan dari

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sgoil kebebasan.

°Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari'ah Menurut Asy-Syatitst. ke-1. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996, him. 71-72.

“Darwan PrinstHukum Anak di Indonesi®andung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, him.
2.



Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungbjawntuk
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesngame&ewajiban yang
dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangkayglenggaraan
perlindungan anak, negara dan pemerintah bertagggwab menyediakan
fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutamardamenjamin pertumbuhan
dan perkembangannya secara optimal dan tetarah.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk amémj dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidupbtin, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hdakamartabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan darirdisksi*?

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlgaluanak telah
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tuaarg@/umasyarakat,
pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatag dilaksanakan
secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak.d&Rangkaian kegiatan
tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menmjpertumbuhan dan
perkembangan anak, baik fisik, mental, spirituabpuan sosial. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagiak yang
diharapkan sebagai penerus bangsa yang potersigigitth, memiliki jiwa
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dananipancasila, serta
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatugsaban

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hatuk hidup,

merdeka, dan merasakan keamanan. la melarang loimualan pembunuhan

“Ahmad Kamil,Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indinekakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008, him. 383.
?pasal 15 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.



serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadamng manusia
tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti merhbgeluruh manusia.
Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidigesmeorang manusia,
maka ia diibaratkan memelihara manusia selurufih@ebagaimana firman

Allah SWT:

o
%

y;@é&w\;}su&;fmégmgswﬁ;im;}sy
(32 55l L lad 0w ESS ki
Artinya : “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukeen&a
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karenambuat
kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telaimbunuh
manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Diaahtel
memelihara kehidupan manusia semuany®S. Al-Maidah : 32)
Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik hukum npideslam
maupun pidana positif yang telah disebutkan di atagjadi menarik untuk
dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasgsmenuntut adanya
penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus pidandpeaman yang dilakukan
orang tua terhadap anaknya.
Dalam kaitannya dengan kasus tersebut hukum Islambarikan
ketentuan hukum bahwa orang tua yang membunuh gadiaak dijatuhi
hukumangisaskarena hukuman tersebut menjadi gugur apabila gangmuh

adalah bagianz) dari orang yang membundfSedangkan hukum positif di

Indonesia dalam menangani kasus tersebut membekktentuan yang

¥*Topo Santosdaylembumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syaridam Wacana
dan Agendacet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, HIA727

“Abdul Qadir al-Audah.At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami.,Beirut., Muasasah al-Risalah.,
tt., him. 213.



berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan ka8 (sepertiga)
lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh ladblzkan orang
tuanya®®

Berpijak dari persoalan di atas, peneliti tertarituk mendialogkan
kembali diskursus hukum pembunuhan orang tua tegphaahak dalam
perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana to$?enelitian ini
dikemas dalam judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA: Studi Komparasi

Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun uraikamatds, setidaknya
ada tiga rumusan masalah yang menjadi kajian dplmgusunan skripsi ini,
antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana terhadap tindak pidengbypnuhan yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menusuirh positif?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentiskma terhadap
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ortrey terhadap
anaknya menurut hukum positif?

3. Apa perbedaan dan persamaan antara hukum posigadenukum Islam
tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidanabypenman yang

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya?

3 ihat pasal 80 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungaak.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, makantpenelitian
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap tindadanp
pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadaknga menurut
hukum positif.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentanghkete pidana
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukeh ofang tua
terhadap anaknya menurut hukum positif

c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antatanhpbksitif
dengan hukum Islam tentang ketentuan pidana tephtau@ak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadalnga

2. Manfaat

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untukmiverikan
kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pergeta, khususnya
dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkaraahtukum
pidana Islam dengan hukum pidana positif mengemalak pidana

pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadalnga.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukaii, hukum
Islam maupun hukum positif sangat banyak macamcdesknya. Disamping

itu banyak pula sudut pandang serta metode yangdkgn masing-masing
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penulis, tetapi karya pemikiran yang menggunakknikeperbandingan antara
kedua sistem hukum tersebut masih belum begitudsany

Sebelum membahas lebih lanjut mengendiindak Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadayakAya (Studi
Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positipenulis akan menelaah
beberapa buku, kitab dan literatur lain yang beakauntuk dijadikan sebagai
referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalamligen skripsi ini.
Sehingga akan terlihat letak perbedaan antarassknp dengan penelitian
atau karya ilmiah yang ada. Buku yang ditulis oledpo Santoso, dengan
judul Membumikan Hukum Pidana Islasecara khusus membahas berbagai
permasalahan dalam hukum pidana Islam, mulai daradigma negatif
terhadap hukum Islam dengan menggambarkan hukuemgitslam secara
utuh. Juga dibahas masajalimah pembunuhan®

Selain buku-buku tersebut di atas, beberapa hasilpian maupun
karya ilmiah yang berkaitan juga menjadi bagiantipgrdalam penelitian ini.
Diantaranya adalah skripsi karya Lukman Hakim (20483 yang berjudul
Studi Komparatif Had Penghapusan Hukum Tindak Paddalam Hukum
Islam dan Hukum PositiFakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2003.
Skripsi ini banyak mengurai tentang penghapusarumak tindak pidana
dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif Vaerdaku di Indonesia.
Dalam skripsi ini penulis juga menjabarkan mengenacam-macam tindak

pidanahudud, gisos-diyatdanta’zir. Selain itu juga menjelaskan beberapa

*Topo Santosop. cit.,him. 37-38.
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pasal dalam KUHP yang terkait dengan materi tinga#tana seperti
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencuaiarsethagainya. Dalam
analisisnya, penulis menjelaskan perbedaan dararpaesa antara hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif.

Karya ilmiah yang lain adalah skripsi karya Muhamdmbaram
(2101065) yang berjuduPerbandingan Hukum Pidan&lam dan KUHP
Terhadap Delik Pembunuhairakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2005. Skripsi tersebut membahas masalah ruanguingkembunuhan dilihat
dari pengertian dasar, klasifikasi dan sanksinyauné ketentuan hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif.

Skripsi Agus Manaf (21001028tudi Analisis Pendapat Imam Syafi’i
Tentang Penerapan Hukuman Jarimah Gabungan Dalamtdks Indonesia,
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2004. dpal skripsi ini
menjelaskan mengenai penerapan hukufaamah gabungan menurut Imam
Syalfi'i dikaitkan dengan konteks Negara Indone&alam skripsi ini juga
menjelaskan macam-macagarimah secara umum, dan menyinggung tentang
perbandingan antara pendapat imam Syafi'i dan hugaositif di Indonesia.
Skripsi ini berkonsentrasi pada pembahgsaimah gabungan secara umum,
kemudian diaktualisasikan di Indonesia yang dikelealgan pasal berlapis.

Pada intinya dinyatakan bahwa dalam hukum pidaifemi|steori
tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh fpgeda, tetapi teori
tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain, ywtri saling memasuki

(Tadakhu) dan penyeraparA(-Jabbh. Menurut teoritadakhu| ketika terjadi
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gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya salirelengkapi

(memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbigatabut hanya dijatuhi
satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukanja@inah. Pengertian
penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untekjatuhkan satu
hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang ek foerlu dijatuhkan.
Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukunmaati, di mana
pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuoiaman yang lain.

Imam Syafi'i tidak menggunakan teori penyerapahJéabb. Imam
Syalfi'i yang tidak menggunakan teori penyeraparpdrelapat bahwa semua
hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tergdbltsaling memasuki
(melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukd&untan-hukuman
yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman keatiidian hukuman
yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mat, térakhir barulah
hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati mataenjalani hukuman-
hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman maka hapuslah
hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan balp&aelitian
terdahulu berbeda dengan saat ini karena peneliteadahulu belum
mengungkapkan ketentuan pidana terhadap tindaki@igambunuhan yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menwkurh Islam dan hukum
positif. Penelitian terdahulu baru menyentuh pdesodad penghapusan
hukum tindak pidana, pendapat Imam Syafi'i tent@emerapan hukuman

jarimah gabungan dalam konteks Indonesia, perbgadirnukum pidana
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Islam dan KUHP terhadap delik pembunuhan. Pembundiraaksud dalam
konteks yang masih umum dan belum mengungkapkarby&whan yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.
E. Metode Pendlitian
Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu gbesgian yang
paling akurat, yang menjadi tujuan dari peneliitan Untuk mencapai tujuan
penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Mettalam sebuah penelitian
adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menematieas memperoleh data
yang diperlukart’
1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustakérary
researcl), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas gkestseperti
buku, kitab atau majalafi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan
dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengakok
permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalanhbaredingkan dan
memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang deeripeengenai
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ortrsy terhadap
anaknya melalui kajian pustaka.
2. Sifat Pendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, ldika serta

komparatif. Teknik analisis deskriptif adalah méggan suatu gejala atau

Ylrawan SoehartonoMetode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik PenelitiaidaBg
esejahteraan Sosial dan llmu sosial Lainngat. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, ,
Kesejah Sosial dan I ial Lai ke-4, Band R ja Rosdak 2000
him. 9
¥winarno SurakhmadPengantar Penelitian limiah: Dasar, Metode, Tehrikt. ke-7
Bandung: Transito,1994, him. 25.
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fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkintang gejala atau
fakta tersebut’ sedang analitik adalah sebuah usaha untuk medaari
menata secara sistematis data penelitian untuk di@mudilakukan

penelaahan guna mencari makhakemudian komparatif dengan
membandingkan hasil yang didapat, dalam hal inbg&lingan antara
sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana pos&hingga dapat
diperoleh suatu gambaran masalah dan landasanlpsaiga.

3. Sumber Data
Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikamber data

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Sebagai sumber data primer dari segi hukum Islantu ya
Haliman,Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlus Sunneét,1
(Jakarta: Bulan Bintang, 1972; Hanafi, Ahmakkas-Asas Hukum
Pidana Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1990; Jaziri, Abdurrrahma
Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ahJuz V, Beirut: Dar al-Fikr,
1972. Sedangkan sumber data primer dari segi hybositif yaitu
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perloiunak.
b. Data Sekunder
Al-Figh wa Adillatuh karya Wahbah az-ZuhailiFigh as-

Sunnahkarya as-Sayyid Sabidvlinhaj al-Muslim karya Abu Bakar

Soerjono SoekantdPengantar Penelitian Hukuncet. ke-3 Jakarta: Ul-Press, 1986,
him. 10.

“Noeng MuhajirMetodologi Penelitian Kualitatifcet. ke-4., Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998, him. 43.
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Jabir al-Jazairi, At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa al-Taqgrib
karya Mustafa Raib al-Bagha, dan lainnya. Sedandkainsegi hukum
pidana positif, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidanaeh
Moeljatno, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubkdrya Leden
Marpaung, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan
Tindak Pidanaoleh Chidir Ali, Tindak-tindak Pidana Tertentu di
Dalam KUHPoleh M. Sudradjat Bassar dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakdBiorary
research),maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adadsigan
meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para pa#&arulama melalui
buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah gaperkaitan dengan
permasalahan. Selanjutnya dari sumber-sumber ydag l@aik primer
maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untulndapatkan data yang
benar-benar akurat.
5. Teknik AnalisisData
Adapun metode analisa data yang penyusun gunakémda
penelitian ini adalaldeskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang keadaan ataalagggjala lainnya.
Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hmotagar dapat
membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangkayusun teori-teori

baru?* Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa etk

“Sperjono Soekantep.cit, him. 10.
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mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentandyparhan yang
dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam hukudangpi Islam dan
hukum pidana positif. Kemudian menggunakan an&lisaparatif dengan
cara membandingkan ketentuan yang ada dalam degasisikum yang
berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan menemukan
dan mencermati perbedaan dan persamaantar elemen dalam kedua
sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpkéaimpulan
sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan gastapat dalam pokok
permasalahan.

Penelitian ini juga menggunakan metode historiguyaiebuah
proses yang meliputi pengumpulan dan penafsirammlayejperistiwa
ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untekemukan
generalisai yang berguna dalam usaha untuk memalkemyataan-
kenyataan sejarafi. Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskipsika
apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Ppossssnya terdiri dari
penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpikan peristiwa-
peristwva masa lalu guna menemukan generalisagrgksasi.
Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memaimasa lampau, juga
keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa afigununtuk

mengantisipasi hal-hal mendatafig.

“Hasan Usmarletode Penelitian Sejarafferj. Muin Umar et. al, Departemen Agama,
1986, him. 16.

“Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Propodakarta: Bumi Aksara, 1990,
him. 25.
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberigambaran
yang jelas mengenai apa yang hendak penulis saarpaikaka perlu kiranya
penulis memaparkan sistematika penulisan sebaghkube

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi ladb@fakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe@nelelaah pustaka dan
sistematika penulisan.

Bab kedua berisi konsep tindak pidana dalam hukslaml dan
hukum positif yang meliputi jinayah dan jarimah atal hukum Islam dan
tindak pidana dalam hukum positif.

Bab ketiga berisi tindak pidana pembunuhan dalakutnulslam dan
hukum positif yang meliputi tindak pidana pembusmuidalam hukum Islam
tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif.

Bab keempat berisi analisis, yang meliputi anak&tentuan pidana
terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukaim atang tua terhadap
anaknya menurut hukum positif, analisis hukum Islentang ketentuan
pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yanguttidak oleh orang tua
terhadap anaknya, perbedaan dan persamaan antara lpositif dengan
hukum islam tentang ketentuan pidana terhadap KRipétana pembunuhan
yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulaaran dna

penutup



